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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa 
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018 di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode 
analisis deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam 
bentuk tabulasi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di 
lapangan dan dengan mewawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur 
Keuangan, BPD dan Masyarakat Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah 
menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan 
dalam pertanggungjawaban  Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis 
maupun administrasi sudah baik, tetapi masih diperlukan latihan bagi perangkat 
desa lain yang terlibat. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan 
oleh Tim Pendamping Kecamatan dan BPD sebagai pengawas sudah 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pertanggungjawaban, Pengawasan. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi daerah seluas 
luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah 
untuk mengurus, dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat daerah dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang 
tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 
peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan 
keaneka-ragaman daerah. Maka pemerintah harus mengoptimalkan pembangunan 
daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan selalu 
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. 
Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap 
urgen bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan 
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan untuk masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Bukhairi, 2012:4).  
Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di 
Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. 
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Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari Negara 
dan birokrasi Negara karena pertimbangan rakyat kebanyakan tinggal di desa dan 
banyak masalah yang harus bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Jadi kalau 
ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah bangsa itu sejahtera atau 
tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang 
relevan untuk dipelajari. 
Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa 
anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonomi 
terendah dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan di 
dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian 
terjawab melalui PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 bahwa sumber 
pendapatan desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten 
atau kota, dana perimbangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, 
dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga. 
Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut di tuntut adanya suatu aspek 
tata pemerintah yang baik (Good Govermence), dimana salah satu karakteristik 
atau unsur utama dari Good Govermence  adalah akuntabilitas. Akuntabilitas 
meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna 
sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban 
pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah 
upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang 
lebih baik dengan berlandaskan good governance.  
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Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya 
akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak 
terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di 
lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan alokasi dana desa dan 
terkendalanya penyaluran Dana Desa periode selanjutnya. 
Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh 
Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk 
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan 
pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut 
masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen 
didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan 
perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan 
penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. 
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan 
pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak 
daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 
kabupaten. Pengertian tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 37 Tahun 2007, tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam 
Pasal 18 menyatakan ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber 
dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Dalam 
pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
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desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang 
dipisahkan. 
Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaanya. 
Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan 
dari kabupaten/kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. 
Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan 
dalam proses perencanaan dan masyarakat bersama aparatur pemerintahan juga 
berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan 
desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah 
ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga penerapannya dalam pembangunan 
desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. 
Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa yang dari 
kabupaten yang penyalurannya dari kas desa. Adapun maksud pemberian ADD 
adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan sedangkan tujuan ADD yaitu: 
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa 
dan pemberdayaan masyarakat. 
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan atau kelurahan. 
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4. Meningkatkan pelayanan pada Masyarakat desa dalam rangka pengembangan 
kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan, mendorong peningkatan 
keswadayaan dan gotong royong masyarakat 
5. Meningkatkan pendapatan desa dan Masyarakat desa melalui badan usaha 
milik desa (BUMDesa) 
6. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya 
(Nurcholis, 2011:89) 
Dalam kaitannya dengan pemberian ADD di Wilayah Kecamatan Kampa, 
Pemerintahan Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui peraturan 
daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan bupati 
dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa 
untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti 
perkembangan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 
Begitu pula dengan penggunaan alokasi dana desa Sungai Putih Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar, berdasarkan Peraturan Bupati Kampar No. 10 Tahun 
2016 tentang pedoman pelaksanaan dana desa. Alokasi Dana Desa, di atur dalam 
Pasal 2 yang menyebutkan pemberian ADD dimaksud untuk membiayai program 
pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan, 
dan masyarakat. Artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait 
sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sesuai 
dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa dan ketentuan yang 
berlaku yang telah ditetapkan pemerintah, maka Alokasi Dana Desa (ADD) 
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tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam 
memperdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya. 
Untuk tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan 
laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan 
penyerapan dana dengan menggunakan form yang telah ditetapkan, disamping itu 
pada tahapan pencairan ADD tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan 
kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan kepada Tim 
Fasilitas Kecamatan. 
Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang Analisis Akuntabilitas 
Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai 
Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sebagaimana informasi langsung 
yang diperoleh dari Sekretaris Desa Sungai Putih (Dian Anggraini) yang 
mengatakan bahwa Desa Sungai Putih  menerima pendapatan dengan jumlah yang 
cukup besar yakni berdasarkan catatan pemerintah desa pendapatan yang diterima 
berjumlah Rp. 1.304.066.000,00 dalam hal ini untuk pembangunan fisik desa dan 
ada juga biaya yang harus dikeluarkan seperti gaji dan peralatan yang diperlukan. 
(Hasil wawancara dengan Sekretaris desa Dian Anggraini, tanggal 7 Februari). 
Selanjutnya salah satu tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk 
meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sekretaris 
desa Sungai Putih, pada tahun 2018 terdapat dana pengeluaran pembiayaan untuk 
penyertaan modal desa yaitu BUMDes sebesar Rp. 70.644.916,00 yang belum 
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terealisasi dan masih ada direkening desa. Hal ini menunjukkan masih kurang 
maksimalnya penggunaan anggaran yang ada di Desa Sungai Putih. 
Keberhasilan pengelolaan ADD sangat tergantung dari berbagai faktor salah 
satunya yaitu kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan 
ADD. Oleh karena itu tingkat kemampuan aparat pemerintah desa harus terus 
diupayakan peningkatan kompetensinya, terutama kompetensi aparat desa yang 
berkaitan dengan masalah pelaporan keuangan desa agar pengelolaan alokasi dana 
desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 
Kemudian penulis menemukan masalah dalam proses pelaporan yaitu 
tentang rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa 
dimana sekretaris desa merupakan orang yang menyusun laporan realisasi 
pelaksanaan anggaran alokasi dana desa sendiri. Ini dikarenakan menurut 
sekretaris desa Sungai Putih seharusnya yang menyusun laporan ini adalah 
bendahara desa Sungai Putih, namun dikarenakan menurut pengakuan sekretaris 
desa, bendaharanya itu kurang mampu dalam menguasai dengan baik 
pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam pembuatan laporan 
pertanggungjawaban ADD dengan aplikasi Siskeudes, maka sekretaris desa yang 
memback up dalam pembuatan laporan realisasi desa Sungai Putih. Oleh karena 
itu masih diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa lain. 
Faktor lain yang mendorong penulis melakukan penelitian mengenai 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar karena peneliti ingin mendeskripsikan dan 
menjelaskan Akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
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dari pengelola Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Sungai Putih Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar, sehingga pengelolaan ADD diharapkan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Penelitian ini diharapkan nantinya akan berdampak pula pada pengelolaan 
ADD yang semakin efektif dan efisien di Desa Sungai Putih agar mampu 
mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi desa yang mandiri, 
memperkuat desa dengan memajukan perekonomian desa dan juga dapat 
mengurangi adanya fraud dan tindak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). 
Oleh sebab itu peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika 
dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat 
dengan jelas dan juga sebaliknya. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka penulis merasa 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa 
(ADD) agar dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang persoalan ini  dalam 
bentuk Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa 
dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar” 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat membuat 
perumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimanakah akuntabilitas pemerintah 
desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar?” 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 
pemerintah desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Desa/Pemdes Sungai Putih diharapkan dapat memberikan 
informasi dan masukan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi 
Dana Desa (ADD), dan dapat memberikan informasi dan pedoman 
kepada masyarakat agar mengetahui pelaporan alokasi dana desa dan 
program yang dijalankan pemerintahan Desa Sungai Putih. 
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 
tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan 
acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi bagi yang ingin 
membahas masalah ini dimasa yang akan datang, dan untuk menambah 
referensi dalam bidang akuntansi. 
1.4 Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan oleh penulis di Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar. Alasannya penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Putih 
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Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar karena wilayah desa ini merupakan daerah 
yang belum pesat perkembangannya di Kecamatan Kampa yang mana lokasi 
terdapat hal yang menarik untuk dijadikan objek penelitian karena masih terdapat 
kelemahan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
1.4.2 Jenis dan Sumber Data 
Adapun data yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa : 
1. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 
langsung di lapangan. Data primer juga disebut sebagai data asli. 
Data tersebut berupa wawancara mendalam dan observasi tentang 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau yang 
dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-
sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 
berbagai laporan penelitian, wawancara, dokumentasi, penelitian 
pustaka, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sungai Putih Kecamatan 
Kampa Kabupaten Kampar. 
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1.4.3 Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan 
objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut 
berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu 
kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. 
1.5 Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dapat dibedakan 
atas 3 bagian. 
1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai 
beberapa responden/tim Alokasi Dana Desa dan bersifat mendalam serta 
terbuka untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian 
tugas akhir. 
2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat langsung 
data-data yang sudah ada dan tersedia di lokasi penelitian yaitu Kantor 
Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Data-data 
yang sebagian besar sudah ada dilokasi penelitian antara lain adalah 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Kekayaan Milik Desa, 
Data Pembangunan Fisik Desa, dan Data Jumlah Alokasi Dana Desa. 
3. Penelitian pustaka merupakan pengumpulan data dengan mengadakan 
pengumpulan data, pembahasan yang diambil dari literatur-literatur 
bantuan studi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan judul 
penelitian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam Penulisan Laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan yang 
terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika sebagai 
berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tentang latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini penulis akan membahas gambaran umum desa 
Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar yang terdiri 
dari sejarah singkat desa, visi dan misi, struktur organisasi desa,  
dan uraian tugas. 
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
 Pembahasan pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan 
pembahasan yang dilakukan. 
BAB IV : PENUTUP 
 Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan 
dan saran penelitian. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM PENELITIAN 
2.1 Sejarah Singkat Desa 
Desa Sungai Putih adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar.  Desa Sungai Putih mulai terbentuk dimulai pada tahun 1990 
melalui progam pemerintah Transmigrasi sosial dari daerah jawa yang pada saat 
itu berjumlah 210 KK dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman 
Transmigrasi (KUPT) bernama Faidillah.  
Desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi pada tahun 1997, dan 
selanjutnya dilakukan penunjukan Pjs Kepala desa yang pertama bapak Poniran. 
Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor 
pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para 
pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan 
ternak dan sebagian mengembangkannya di desa Sungai Putih ini.  
Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan pak Poniran, 
masyarakat desa Sungai Putih memilih pemimpin baru pada tahun 2000 yang 
bernama pak Widada, pemilihan kepala desa di lakukan secara langsung yang di 
ikuti tiga calon. Selanjutnya pada tahun 2009 masyarakat desa Sungai Putih untuk 
kedua kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan cara seperti pemilihan 
Kepala Desa pada saat sekarang  ini, dengan beberapa calon Kades  yang 
sebelumnya melakukan adu visi dan misi dalam rencana pembangunan desa 
Sungai Putih pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2009 yang terpilih menjadi 
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Kepala Desa adalah pak Widada. Rata-rata Kepala Desa di Sungai Putih ini 
menjabat selama dua periode masa pemerintahan desa.  
Pada Bulan Desember tahun 2012 Desa kepala Desa definitif yaitu Pak 
Widada meninggal dunia dan setelah itu dilakukan penunjukan pjs kepada Bapak 
Abu Shokib Bisri pada tahun 2013 yang semasa jabatan sebagai Sekretaris Desa 
setelah itu pada bulan maret tahun 2013 bapak Pj Abu Shokib bisri meninggal dan 
pada saat itu ditunjuk Plt Kepala Desa dari Kecamatan bernama Bapak M. Darus 
setelah itu diusulkan kembali Pjs atas nama Ahaswidar yang jabatannya saat itu 
sebagai  Kaur Pembangunan namun pada tahun 2014 akhir beliau mengundurkan 
diri sebagai Penjabat sementara dan digantikan oleh Plt Sekdes yaitu Dian 
anggraini ditahun 2015 sampai Dengan bulan Juni 2015 dan Bulan Juli 2015 
Diterbitkan Kembali penjabat sementara yaitu Bpk H. Syamsuriansyah,SH selaku 
Bapak Camat Kampa. Dan pada tanggal 11 November diadakan Pemilihan Kepala 
Desa Serentak se Kabupaten dan Pada Tanggal 21 Desember 2015 dilantik Kepala 
Desa Sungai Putih Yang Definitif yaitu Bapak RUDIANTO SITEPU periode 
2016 – 2021. 
Adapun jarak Desa Sungai Putih (Kantor Kepala Desa) Kecamatan Kampa 
Kabupaten Kampar dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut: 
Jarak ke ibu kota Kecamatan  : 25 Km 
Jarak ke ibu Kota/Kabupaten  : 50 Km 
Jarak ke ibu kota Provinsi   : 45 Km  
Adapun suhu udara berkisar 32 C’’ dengan curah hujan 3.487 Milimeter per 
Tahun dan tinggi tempat dari permukaan laut yaitu 2.500 mdl. luas wilayah Desa 
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Sungai Putih yaitu 2.500 Ha. Desa Sungai Putih terletak dalam wilayah 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Delimakmur Kecamatan Kampa. 
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulai Birandang Kecamatan 
Kampa. 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Birandang Kecamatan 
Kampa. 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Betindih Kecamatan 
Rumbio Jaya. 
Demografis (kedudukan penduduk) Desa Sungai Putih dengan jumlah 
penduduk 921 jiwa yang terdiri dari laki-laki 465 jiwa, sedangkan perempuan 456 
jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 238 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) 
wilayah dusun. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan 
dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber-sumber alam yang 
tersedia untuk dimanfaatkan di berbagai sektor usaha. Mata pencaharian 
masyarakat Desa Sungai putih cukup beragam, namun di dominasi oleh petani. 
2.2 Visi dan Misi 
2.2.1 Visi 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan diinginkan 
dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Sungai Putih 
ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang 
berkepentingan di Desa Sungai Putih seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa dan masyarakat pada 
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umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di desa 
sebagai satuan kerja wilayah pembangunan maka Visi Desa Sungai Putih adalah: 
“Mengemban Amanah, Menuju Kebersamaan Membangun Desa Sungai Putih”. 
2.2.2 Misi  
Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat 
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar Tercapainya visi desa 
tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam 
Misi agar dapat di operasionalkan/ dikerjakan. Adapun Misi Desa Sungai Putih 
adalah: 
a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan 
masyarakat desa Sungai Putih yang beriman. 
b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan 
terjangkau. 
c. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang professional, 
berkualitas, dan berkelanjutan. 
d. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agrobisnis. 
e. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat. 
f. Memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. 
2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa 
Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat pembagian wewenang 
dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. 
Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan 
agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-
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undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing 
perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. 
Struktur Organisasi Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten 
Kampar menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, 
selengkapnya disajikan dalam gambaran sebagai berikut: 
Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sungai   
Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 
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2.4 Uraian Tugas dan Fungsi 
A. Kepala Desa 
Kepala desa bertugas menyelenggrakan Pemerintahan Desa, 
melakukan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas 
tersebut Kepala Desa berfungsi: 
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, yang meliputi tata praja 
Pemerintahan Desa, penetapan produk hukum di Desa, pembinaan 
urusan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
melakukan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 
serta penataan dan pengelolaan wilayah; 
2. Melaksanakan pembangunan yang meliputi pembangunan sarana 
dan prasarana perDesaan serta pembangunan bidang pendidikan 
dan kesehatan; 
3. Pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan; 
4. Pemberdayaan masyarakat, yang meliputi tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan 
karang taruna, dan; 
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya; 
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B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dibentuk 
berdasarkan usulam masyarakat desa yang bersangkutan. BPD 
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai 
tugas yaitu: 
1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 
dan Peraturan Kepala Desa; 
3. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat; 
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa 
5. Menyusun tata tertib BPD; 
C. Sekretaris Desa 
Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, 
Sekretaris Desa mempunyai fungsi: 
1. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksana tugas 
sekretaris desa; 
2. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan; 
3. Mengadakan administrasi kependudukan, pembangunan dan 
kemasyarakatan; 
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4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencanaan 
anggaran pendapatan dan belanja Desa, mengiventarisasi data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi 
program, serta penyusunan laporan; 
5. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil 
rapat; 
6. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatur Desa) yang 
meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan pemerhentian 
perangkat desa 
7. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa; 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; 
D. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan 
Kaur umum dan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur 
sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui 
sekretaris desa. Kepala urusan umum dan perencanaan mempunyai 
tugas: 
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat-menyurat, arsip dan ekspedisi; 
2. Melaksanakan penataan administrasi perangkat Desa; 
3. Menyediakan prasarana perangkat Desa dan kantor; 
4. Menyiapkan kegiatan rapat; 
5. Melaksanakan pengadministrasian aset, inventarisasi asset; 
6. Melaksanakan penyiapan perjalanan dinas, dan; 
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7. Melaksanakan pelayanan umum; 
E. Kepala Urusan Keuangan 
Kaur keuangan memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris 
Desa dalam melaksanakan tugas berikut: 
1. Melaksanakan urusan keuangan seperti menerima, menyimpan, 
menyetorkan/ membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran desa dan; 
2. Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga 
Pemerintahan Desa lainnya; 
F. Kepala Seksi Pemerintahan 
1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan; 
2. Menyusun rancangan regulasi Desa; 
3. Pembinaan masalah pertanahan; 
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban; 
5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat; 
6. Melaksanakan administrasi kependudukan; 
7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah; 
8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa, dan; 
9. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarakan kewenangan 
Desa dalam bidang pemerintahan; 
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G. Kepala Seksi Kesejahteraan 
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan; 
2. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan; 
3. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di 
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna, dan; 
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarkan kewenangan 
Desa dalam bidang pembangunan; 
H. Kepala Seksi Pelayanan 
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 
dan kewajiban masyarakat; 
2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; 
3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan, dan; 
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Desa berdasarkan kewenangan 
Desa dalam bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat; 
I. Kepala Dusun 
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah; 
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; 
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3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya, dan; 
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan; 
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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sungai Putih 
Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2018, dapat diambil kesimpulan 
yaitu sebagai berikut: 
1. Tahap perencanaan ADD di Desa Sungai Putih telah menerapkan prinsip 
partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran 
masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa 
(musrenbagdes). Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa 
terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk 
berjalannya pembangunan di desa Sungai Putih. 
2. Tahap pelaksanaan program ADD di Desa Sungai Putih telah 
menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Prinsip 
transparansi terpenuhi dengan adanya papan informasi untuk kemudahan 
akses masyarakat yang ingin mengetahui tentang jumlah Alokasi Dana 
Desa dan mengenai jadwal pembangunan fisik yang didanai oleh ADD. 
Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena 
pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah selesai dan 
lengkap. 
3. Tahap pertanggungjawaban ADD di Desa Sungai Putih baik secara 
teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam pelaporan 
keuangan terdapat kelemahan SDM yaitu dalam pembuatan dan 
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penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes yang 
seharusnya bendahara yang membuat tetapi akibat keterbatasan 
pengetahuan dan kompetensi sehingga sekretaris desa yang 
membuatnya. Oleh karena itu masih diperlukan pelatihan dan 
pendampingan. 
4. Seluruh kegiatan pengelolaan ADD baik teknis maupun administratifnya 
tidak terlepas dari pengawasan teknis yang dilakukan Tim Kabupaten 
dan Kecamatan serta pengawasan operasional yang dilakukan oleh BPD 
sebagai wakil masyarakat untuk mengevaluasi seluruh kegiatan agar 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang belaku. 
Pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan ADD telah 
dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi dari BPD yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur 
desa yang bersumber dari ADD. 
4.2 Saran 
Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan diatas, maka untuk pencapaian 
sasaran maksimal dalam pembangunan partisipatif masyarakat desa yang 
diimplementasikan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD), maka harus ada 
pembenahan dalam beberapa hal sebagai berikut: 
1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) 
di Desa Sungai Putih diperlukan adanya pelatihan dan sosialisasi bagi 
Perangkat Desa khususnya Kaur Keuangan selaku Tim Pelaksana Desa 
tentang manajemen dan administratif pengelolaan ADD. 
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2. Selain pengawasan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan BPD juga 
dibutuhkan pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan Alokasi 
Dana Desa agar selalu dapat mengawasi dan tidak terjadinya kecurangan 
dari pengelolaan Alokasi Dana Desa. 
3. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak membahas tentang 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dan tidak hanya terfokus 
pada pertanggungjawabannya. 
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan lagi informan yaitu 
masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk 
dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan 
Alokasi Dana Desa. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1:  Surat Keterangan Penelitian 
 
Lampiran 2: Lembaran Panduan Wawancara 
“ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM 
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SUNGAI 
PUTIH KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR” 
Tempat: Desa Sungai Putih Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Perencanaan penggunaan ADD dimulai dengan musyawarah dusun kemudian 
dilakukan musyawarah desa  yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, 
Kepala Dusun terutama juga masyarakat desa guna membahas perencanaan 
pembangunan desa. 
 
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam rapat musrenbagdes? 
Jawab:  
Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya 
musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan 
masukan-masukan program. Dan yang melaksanaan pembangunan desa 
adalah warga desa tempatan secara gotong-royong 
 
3. Bagaimana Akuntabilitas pemerintah desa mendukung prinsip transparansi 
penyampaian informasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan Alokasi 
Dana Desa? 
Jawab: 
Untuk Prinsip transparansi dalam perencanaan, kita mengundang dalam 
bentuk musyawarah desa dimana semua program disampaikan secara 
transparan mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya 
menjadi keharusan kami untuk selalu terbuka. Dalam musrenbagdes juga 
semua usulan-usulan ditampung dan usulan yang paling mendesak 
didahulukan. Musrenbang ini mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan 
diberikan kepada masyarakat, BPD dan kelompok-kelompok masyarakat yang 
digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, dan 
ekonomi. 
 
4. Bagaimana Proses pencairan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Kemudian pencairan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening desa. Semua 
pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti ADD yang 
merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa dimana desa 
memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana tunggal yang dimiliki desa. 
 
5. Bagaimana pelaksanaan penggunaan ADD? 
Jawab: 
Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program 
seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, 
tentunya ada nota, kwitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada 
pelaporan akhir.  
Sistem pelaporan dalam pelaksanaan ADD dilakukan secara berjenjang dari 
TPK ke Kecamatan kemudian ke Kabupaten dengan format yang telah 
ditetapkan. Pelaporan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan 
setiap akhir kegiatan 
 
6. Bagaimana peran pemerintah desa Sungai Putih dalam mendukung 
keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat 
dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Untuk prinsip transparansi setiap pekerjaan yang dilakukan di desa itu kita 
memasang papan seperti prasasti bahwa pekerjaan ini hasil dari ADD jadi 
masyarakat yang melalui tempat itu mereka bisa tahu bahwa inilah hasil dari 
ADD dan kita juga ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau 
program-program. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ketahun 
berikutnya. 
 
7. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk apa? 
Jawab: 
Dana ADD ini 70% digunakan untuk pembangunan fisik seperti semenisasi, 
drainase dan digunakan untuk kepentingan masyarakat serta 30%  untuk 
operasional kantor. 
 
8. Berapa Anggaran pertahun Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Untuk tahun 2018, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 450.341.000. jumlah 
pendapatannya Rp. 1.304.066.000 dan jumlah belanja Rp. 1.303.497.374 
mengalami  surplus sebesar Rp. 568.626. Alokasi Dana Desa Sungai Putih 
selalu mengalami kenaikan 
 
9. Bagaimana forum evaluasi pelaksanaan ADD dan pertanggungjawaban 
kepada masyarakat? 
Jawab: 
Untuk keterbukaan pengelolaan ADD kami mengundang BPD, LPM, dan 
tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan se kali setahun untuk melalukan 
evaluasi pelaksanaan ADD yang sudah dilaksanakan dan diharapkan adanya 
masukan-masukan demi berjalannya ADD. 
 
10. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan ADD? 
Jawab: 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami melaksanakan program yang telah 
ditetapkan dan sesuai prosedur. Kami telah melaporkan segala bentuk kegiatan 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang harus dilengkapi dengan 
bukti-bukti pendukung lainnya. Semua pelaporan itu kita harus mengikuti 
semua jalur struktural atau mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah 
daerah artinya SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah 
diverifikasi oleh Tim Pendamping dari Kecamatan. 
 
11. Bagaimana pemerintah Desa Sungai Putih melaksanakan prinsip akuntabilitas 
dan transparansi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana 
Desa? 
Jawab: 
Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas, bukti pengeluaran uang harus 
disertakan disetiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga 
harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Kami juga selaku 
pemerintah desa akan mencetak spanduk besar yang diletakkan di kantor 
halaman desa. Dan setelah pelaksanaan program selesai kami melakukan rapat 
dengan BPD yang telah mengecek lokasi proyek dan jika telah sesuai akan 
ditandatangani oleh BPD. Dan masyarakat hanya mengetahui 
pertanggungjawaban dari BPD, kadus dan papan kegiatan.  
 
12. Pada tahun 2018 kenapa di penyertaan modal ada dana yang belum terealisasi? 
Jawab: 
Karena dana untuk BUMDes  Desa Sungai Putih belum dikeluarkan oleh 
aparat desa dan masih ada di dalam rekening desa. Hal ini dikarenakan panitia 
yang mengurus BUMDes tidak bergerak untuk mengelola dana yang telah 
diberikan oleh pemerintah desa, sehingga kepala desa mengambil solusi 
kebijakan untuk mendanai dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan di tahun 
berikutnya. 
 
13. Siapakah yang berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban APBDes 
di Desa Sungai Putih? 
Jawab: 
Dalam pembuatan pelaporan itu saya juga yang membuatnya, sebenarnya itu 
tugas bendahara yang buat, tapi di desa kita itu bendaharanya mempunyai 
double job selain sebagai bendahara desa dan belum paham dengan sistem 
komputer, jadi saya yang back up karena dalam pembuatan laporan itu 
menggunakan aplikasi Siskeudes yang terbilang masih baru. 
 
14. Siapa saja tim pengawas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Tim pengawas ADD yaitu Kepala Dusun, BPD, dan dari Tim Kecamatan serta 
Pengawasan Fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kampar.  
Bentuk pengawasannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Pengawasan tidak langsung berupa pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah 
dengan tembusan Inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang 
mengecek kebenarannya dengan turun langsung ke desa. sedangkan Bentuk 
pengawasan langsungnya dalam hal ini dari kecamatan untuk mengawal 
kegiatan ADD tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur 
dari pelaksanaan ADD dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim 
Pelaksana ADD.  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informan : Hermanto 
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Tempat : Rumah Bapak Hermanto 
Tanggal : 24 Februari 2020 
Waktu  : 16.30 WIB 
 
1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Untuk perencanaannya, dimulai dari rapat per dusun kemudian dikumpulkan 3 
dusun tentang usulan pembangunan desa kemudian usulan tersebut akan 
dibawa ke musyawarah desa sesuai dengan skala prioritas dan sesuai dengan 
kebutuhan yang paling mendesak dari masyarakat. 
 
2. Bagaimana kewenangan bapak dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Pengelolaan ADD harus sesuai dengan pemerintah, fungsi BPD sebagai 
pengawas untuk pengelolaan ADD di Desa Sungai Putih sudah kami jalankan 
dengan baik, dimana kami melakukan pengawasan di setiap program kegiatan 
sampai pembangunan selesai. Sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan ADD 
dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dimana 
dapat diterima semua pihak. 
 
3. Apakah bapak diundang dalam musyawarah desa atau musrenbangdes? 
Jawab: 
Iya, saya diundang karna BPD dalam rapat musrenbangdes harus diudang oleh 
desa. 
 
4. Bagaimana menurut bapak tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
ADD? 
Jawab: 
Tingkat kehadiran masyarakat pada rapat hampir 80% sehingga dapat 
dikatakan partisipasi masyarakat tinggi dalam rapat  
 
5. Bagaimana transparansi pemerintah desa menurut bapak? 
Jawab: 
Untuk transparansi pemerintah desa memasang papan informasi di titik 
proyek, dimana belanja barang dilakukan oleh TPK dan memperkerjakan 
masyarakat desa setempat. 
 
6. Bagaimana Pendapatan Asli Desa Sungai Putih? 
Jawab:  
Untuk pendapatan asli desa kita belum ada karna tidak dikelola oleh desa, hal 
ini dikarenakan kemampuan aparatur desa yang terbatas. Misalnya tanah 
sepuluh hektar namun tidak dikelola dan dimanfaatkan desa. Dan juga 
peralatan memasak untuk PKK tidak dimanfaatkan untuk pemberdayaan 
masyarakat dan menambah pendapatan asli desa. 
 
7. Apakah pertanggungjawaban pemerintah desa tentang ADD disampaikan 
kepada masyarakat? 
Jawab: 
Masyarakat hanya mengetahui dari papan informasinya saja. Dan saya sebagai 
ketua BPD akan menandatangani laporan Pertanggungjawaban apabila semua 
hasil sudah sesuai. Tetapi untuk pertanggungjawaban laporan itu tergantung 
inspektorat karena inspektorat yang mengaudit laporan, dan mengecek hasil 
kerja pemerintah desa dengan turun langsung ke desa.  
 
 
 
 
 
 
Informan : Junaidi 
Jabatan : Masyarakat Desa Sungai Putih 
Tempat : Rumah Bapak Junaidi 
Tanggal : 24 Februari 2020 
Waktu  : 19.00 WIB 
 
1. Apakah bapak diundang dalam musyawarah desa tentang pengelolaan ADD? 
Jawab: 
Iya, saya dan beberapa warga diundang oleh pemerintah desa. Ikut 
berpartisipasi dalam musrenbagdes. Biasanya kita akan dimintai pendapat 
tentang program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi kesejahteraan 
masyarakat desa Sungai Putih. 
 
2. Apakah benar pemerintah desa Sungai Putih menggunakan warga lokal dalam 
pelaksanaan program kerja pembangunan fisik sebagai wujud partisipasi 
dalam pengelolaan ADD? 
Jawab: 
Dahulu jika ada program desa pekerja nya dari luar dengan menggunakan Alat 
molen (pengaduk semen) dan namun sekarang untuk pembangunan 
pelaksananya adalah warga lokal untuk masyarakat yang kurang mampu untuk 
diikutsertakan dalam pembangunan. 
 
3. Bagaimana transparasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa? 
Jawab: 
Menurut saya desa sudah transparan dalam mengelola ADD, dimana 
disampaikan seperti total dana yang habis untuk pembangunan proyek tersebut 
melalui papan informasi di setiap titik proyek dan adanya papan seperti 
prasasti. 
 
4. Bagaimana peran masyarakat desa terhadap pemerintah desa dalam 
penggunaan Alokasi Dana Desa? 
Jawab: 
Kami sebagai masyarakat di desa Sungai Putih, apabila kami menemukan 
potensi pelanggaran pengelolaan alokasi dana desa kami bisa melaporkannya 
ke pihak kecamatan. Dan pihak kecamatan akan memberikan pembinaan atau 
teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaanya. Namun hal ini 
belum terjadi di pemerintah desa Sungai Putih. 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3: Foto Kegiatan Fisik Desa Sungai Putih Tahun 2018 
SEMENISASI DUSUN I 
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Lampiran 4: Foto Kantor Desa Sungai Putih 
 
Kantor Desa Sungai Putih (Luar) 
  
Kantor Desa Sungai Putih (Dalam) 
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